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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN 

A. Penyajian Data  

1. Latar Belakang Program GAPURA KAROMAH 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berusaha mewujudkan program 

pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui Visi dan Misi 

Pembangunan Daerah 2018-2023. Terkait program tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut telah membuat sebuah program yang bernama 

GAPURA KAROMAH yaitu Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui 

Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah dimana tujuan 

dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan omzet 

penjualan usaha mikro di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu juga, program 

ini dapat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mana 

hal itu akan menunjang pengembangan dari ekonomi daerah. Karena, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, 

kecil, dan menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara 

luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. 

Program GAPURA KAROMAH ini memberikan pinjaman modal 

kepada penggiat usaha mikro yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan 
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bunga 0% dan tanpa agunan. Peraturan perundang-undangan sejauh ini 

mengijinkan Pemerintah Daerah melakukan pemberian pinjaman kepada 

masyarakat dengan memperlakukan pinjaman tersebut sebagai investasi 

jangka panjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 

tentang pengelolaan keuangan daerah, investasi adalah penggunaan aset 

untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa bunga, dividen, royalti, 

manfaat sosial atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Namun, Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Nomor 52 Tahun 2012 

menetapkan Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang 

mengatur bahwa investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Selain 

manfaat ekonomi, manfaat yang diperoleh juga meliputi manfaat berupa 

peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai 

akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah. 

Pemberian pinjaman modal usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Laut dalam program GAPURA KAROMAH merupakan 

investasi langsung. Dimana dalam pemberian pinjaman kepada 

masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank 

atau lembaga keuangan bukan bank. Sehingga, pada tanggal 2 Oktober 

2019 melalui Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/906-

KUM/2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menempatkan penyaluran 

dana investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun 
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Anggaran 2019 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 

untuk disalurkan sebagai pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro 

yang bergerak dalam sektor : 

1) Pertanian, 

2) Perikanan, 

3) Peternakan, 

4) Perdagangan, 

5) Industri Kecil, dan 

6) Usaha lainnya. 

Namun, dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk berfokus kepada 

sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibawah naungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh dari program GAPURA KAROMAH ini terhadap 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di 

Kecamatan Pelaihari.  

Beberapa tugas dan tanggung jawab Bank Perkreditan Rakyat Tanah 

Laut yang sudah di atur dalam Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 

188.45/845-KUM/2019 diantaranya : 

1) Membuat perjanjian kerjasama dengan penerima pinjaman modal 

usaha. 

2) Menerima data hasil seleksi calon penerima pinjaman modal usaha 

bagi usaha mikro dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis. 
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3) Mengidentifikasi dan menyeleksi serta verifikasi data calon penerima 

pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dari Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Teknis. 

4) Penyaluran pelaksanaan Investasi Daerah berupa pinjaman modal 

usaha tersebut berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan dan ketentuan Perbankan. 

5) Pembayaran angsuran di lakukan dengan sistem bulanan atau periodik 

sesuai siklus usaha penerima. 

6) Menyampaikan laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi, 

anggaran dan tunggakan pinjaman modal usaha kepada Bupati Tanah 

Laut melalui Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

Sumber dana dalam program ini dibebankan kepada APBD dan CSR. 

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Sedangkan CSR atau Coorporate Social Responsibility adalah 

suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif kepada karyawannya, 

komunitas dan lingkungan sekitarnya, masyarakat luas dan tujuan 

pembangunan daerah. 

2. Kriteria dan Persyaratan Pinjaman GAPURA KAROMAH 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 176 tahun 2019 

tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga 

dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (GAPURA KAROMAH), ada beberapa 
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kriteria yang harus dimiliki calon penerima pinjaman. Penerima pinjaman 

adalah perorangan atau badan hukum milik perorangan melalui kelompok 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Memiliki legalitas atau memiliki kelompok yang terdaftar pada 

instansi yang berwenang (disahkan oleh Ketua Kelompok dan 

diketahui Kepala Dinas terkait sesuai dengan usahanya), 

2) Sanggup memanfaatkan pinjaman modal usaha sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan, dan 

3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan. 

Ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon penerima 

pinjaman saat ingin mengikuti program ini, diantaranya : 

1) Surat permohonan Kredit Gapura Karomah, 

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri Kabupaten 

Tanah Laut sebanyak 5 (lima) lembar, 

3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar, 

4) Surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa/pihak berwenang, 

5) Telah bergabung dalam kelompok dan terdaftar dalam dinas terkait, 

6) Surat rekomendasi dari Ketua Kelompok dan surat rekomendasi dari 

Dinas terkait, 

7) Fotokopi rencana jaminan/agunan (BPKB) atau sertifikat (surat Tanah) 

untuk plafond kredit diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 

2 (dua) lembar, 

8) Jika berbeda dengan nama peminjam, maka harus dilengkapi dengan 

kuitansi pembelian atau surat kuasa, dan 
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9) Bersedia untuk dilakukan survey ke tempat usaha, tempat tinggal serta 

keadaan dan lokasi agunan yang akan dijaminkan. 

Setelah calon peminjam dapat memenuhi syarat yang ada, maka calon 

peminjam akan diproses untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 176 Tahun 2019, 

pinjaman modal usaha bagi penggiat usaha mikro terbagi menjadi dua 

pilihan, yaitu : 

1) Pinjaman modal usaha yang disalurkan kepada usaha perorangan 

maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bunga 0% (nol 

persen), tanpa agunan, tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya 

asuransi; serta 

2) Pinjaman modal usaha yang disalurkan kepada usaha perorangan di 

atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), 

agunan ringan, biaya administrasi dan biaya asuransi dibebankan 

kepada calon penerima maksimal sebesar 6% (enam persen) dari 

pokok pinjaman. 

3. Tata Kerja GAPURA KAROMAH 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 176 tahun 2019, 

kegiatan GAPURA KAROMAH di kerjakan oleh Tim Teknis yang 

dibentuk oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang berfungsi sebagai koordinator untuk memperlancar pelaksanaan 

kegiatan. Tim Teknis akan menginventarisasi dan menyiapkan data 

rencana calon penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro 
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perorangan atau badan hukum milik perorangan melalui kelompok. Lalu, 

Tim Teknis akan mengidentifikasi dan menyeleksi data calon penerima 

pinjaman modal usaha bagi usaha mikro yang nantinya akan diserahkan ke 

Lembaga Keuangan Bank Penyalur yang dalam hal ini adalah Bank BPR 

Tanah Laut. 

Setelah calon penerima pinjaman modal usaha menyerahkan 

persyaratan kepada Tim Teknis di masing-masing SKPD, Tim Teknis akan 

melakukan verifikasi awal terhadap persyaratan kredit yang diajukan. 

Setelah dirasa calon penerima pinjaman modal usaha ini memenuhi 

persyaratan, selanjutnya Tim Teknis akan memberikan rekomendasi 

terhadap usaha (jenis, tempat, lama usaha) calon penerima modal usaha 

sebagai bahan pertimbangan Bank BPR Tanah Laut sebagai pelaksana 

pengelola investasi daerah berupa pinjaman modal usaha. 

Setelah Bank BPR Tanah Laut menerima, mengidentifikasi, 

menyeleksi serta memverifikasi data calon penerima modal usaha bagi 

usaha mikro dari SKPD Teknis, Bank BPR Tanah Laut akan membuat 

Perjanjian Kerja Sama dengan penerima pinjaman modal usaha, yang 

paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan 

surat jaminan, pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran angsuran nantinya dilakukan 

dengan sistem bulanan atau periodik sesuai siklus usaha penerima. 

Jangka waktu serta angsuran yang di berikan kepada penerima 

pinjaman pun telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 
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Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal 

Usaha, yaitu : 

1) Jangka waktu pengembalian modal usaha bagi usaha mikro sampai 

dengan 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. 

2) Pengembalian pinjaman modal usaha dilakukan dengan membayar 

angsuran ke Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut dengan sistem (a) 

bulanan, atau (b) periodik sesuai siklus usaha penerima. 

Pembayaran angsuran dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak 

pinjaman modal usaha tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan dalam 

Perjanjian Kerja Sama antara Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut dengan 

penerima pinjaman. 

4. Unsur Syariah dalam Program GAPURA KAROMAH 

Program GAPURA KAROMAH merupakan salah satu program 

unggulan yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut demi 

mewujudkan  program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah 

melalui Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2018-2023. Upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini yaitu dengan  

memberikan pinjaman modal usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah 

yang penyaluran dananya dilakukan melalui Bank BPR Tanah Laut.  

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat disebutkan bahwa BPR Daerah 

merupakan bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh daerah melalui pernyataan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BPR Daerah juga termasuk 
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badan hukum dalam bentuk perusahaan daerah yang berhak melakukan 

tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sebagai salah satu bentuk kepercayaan dan 

dukungan pemerintah daerah terhadap salah satu BUMD yang ada di daerah 

Kabupaten Tanah Laut, yaitu Bank BPR Tanah Laut, maka ditunjuklah 

Bank BPR Tanah Laut sebagai tempat penyaluran dana investasi daerah 

pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa pinjaman modal usaha dalam 

program GAPURA KAROMAH.  

Penempatan dana investasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut yang ditempatkan di Bank BPR Tanah Laut ini di tuangkan 

dalam sebuah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah 

Laut dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Nomor: 188.45/42-

PK-KUM/2019 dan Nomor: 013/PT.BPR/TALA/IX/2019. Perjanjian 

Kerjasama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar dan pedoman untuk 

membuka dan memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan 

Perbankan untuk mengelola Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal Usaha 

ynag mempunyai potensi untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan 

Bank sebagai salah satu penggerak perekonomian yang akan memberikan 

sinergi positif dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup 

dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.  

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini juga dilakukan untuk mengefektifkan 

pengelolaan pelaksanaan program unggulan yaitu investasi daerah berupa 

Pinjaman Modal Usaha kepada Pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM), Usaha 



67 

 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan jenis usaha lainnya yang ada di 

wilayah Kabupaten Tanah Laut.  

Berdasarkan pasal 13 dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 

Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal 

Usaha, dana pemerintah daerah yang ditempatkan kepada Bank BPR terbagi 

atas : 

1) 30% dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% 

tanpa agunan. 

2) 30% dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% 

dengan agunan ringan. 

3) 40% dari dana yang ditempatkan digunakan sesuai keperluan lembaga 

penyalur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur Bank BPR Tanah Laut, 

beliau mengatakan bahwa proses pemilihan calon penerima pinjaman modal 

usaha di Bank BPR Tanah Laut mulai dilakukan setelah  Bank BPR Tanah 

Laut menerima data hasil seleksi calon penerima pinjaman modal usaha dari 

SKPD terkait. Lalu Bank BPR Tanah Laut akan mengidentifikasi, 

menyeleksi serta memverifikasi data calon penerima pinjaman modal usaha 

tersebut seperti meninjau langsung ke lokasi usaha, melakukan wawancara 

kepada pemilik usaha, serta melakukan BI Checking terhadap calon 

penerima pinjaman modal usaha. Setelah itu, Bank BPR Tanah Laut akan 

memilih calon penerima pinjaman modal usaha yang dirasa layak untuk 

menerima pinjaman modal usaha tersebut, barulah pihak Bank BPR Tanah 

Laut membuat perjanjian kerjasama dengan penerima pinjaman modal usaha 
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sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak Bank BPR Tanah Laut 

juga diberikan hak untuk menolak permohonan calon penerima pinjaman 

jika  pada saat proses verifikasi tidak layak untuk menerima. 

Pinjaman  modal usaha yang diberikan sesuai dengan permohonan dari 

calon penerima pinjaman modal usaha. Mulai dari dibawah Rp 5.000.000,- 

sampai yang paling maksimal adalah Rp 15.000.000,-. Semua pinjaman 

mendapatkan bunga 0%. Namun, terdapat perbedaan pada plafon pinjaman 

Rp 5.000.000,- hingga Rp 15.000.000,- dimana calon penerima pinjaman 

modal usaha memberikan jaminan yang ringan (tidak ditentukan oleh Bank), 

serta biaya administrasi dan biaya asuransi dibebankan kepada calon 

penerima pinjaman sebesar 6%. 

Untuk pembayaran angsuran, bagi calon penerima pinjaman modal 

usaha yang memiliki jenis usaha berdagang, pembayaran angsurannya 

dilakukan dengan sistem bulanan. Bapak Suprapto, selaku direktur PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Tanah Laut, juga mengatakan bahwa untuk besaran 

biaya angsuran perbulannya ditentukan oleh pihak bank yang kemudian 

melakukan kesepakatan bersama dengan penerima pinjaman. Jika penerima 

pinjaman merasa keberatan dengan besaran yang ditentukan oleh pihak 

Bank, bisa saja melakukan negosiasi hingga tercapai besaran angsuran yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Lama waktu angsuran yang diberikan 

adalah sama, yaitu selama 1 tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan, peneliti 

menyimpulkan bahwa program GAPURA KAROMAH ini memiliki sifat 

yang sama dengan akad Qard. Dimana tujuan dari akad Qard adalah 
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memberikan dana pinjaman kepada orang lain yang akan digunakan sebagai 

modal usaha. Namun, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan 

pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung 

pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman qard juga tidak 

berbunga, karena prinsip dalam qard ini adalah tolong menolong.  

Dalam pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) 

disebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya 

sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah 

pihak. Namun, dalam akad qard, pihak peminjam tidak boleh mengulur-ulur 

waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk 

mengembalikannya. Kemudian dalam pasal 614 KHES juga disebutkan 

bahwa dalam akad qard, pihak yang meminjamkan, dalam hal ini Bank BPR 

Tanah Laut, dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini 

diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau qard 

(Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, 2018). 

Dapat dikatakan, secara garis besar program GAPURA KAROMAH ini 

mengandung unsur kesyariahan di dalamnya. Ditambah lagi dengan 

penerapan bunga 0% yang di programkan menguatkan keyakinan peneliti 

jika program GAPURA KAROMAH berbasis syariah. Hanya saja, tempat 

penyaluran dana untuk program ini, yaitu Bank BPR Tanah Laut, masih 

bersifat konvensional.  

5. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan karakteristik dari para 

responden. Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mendapatkan 61 
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responden yang merupakan pelaku UMKM di Kecamatan Pelaihari serta 

telah merasakan manfaat dari program GAPURA KAROMAH ini. Data 

responden berisi informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil 

penelitian. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut : 

 

a) Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4 1Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Perempuan 51 84% 

2 Laki-laki 10 16% 

Total 61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mendapatkan 61 responden yang 

diantaranya, responden perempuan berjumlah 51 orang (84%) dan 

responden laki-laki  berjumlah 10 orang (16%). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden perempuan. 

 

b) Berdasarkan Jenis Usaha 

Tabel 4 2 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

No Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Dagang  58 95% 

2 Katering  2 3% 

3 Jasa Bengkel 1 2% 

Total  61 100% 

(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mendapatkan 61 responden yang 

diantaranya, responden dengan jenis usaha dagang berjumlah 58 orang 

(95%), responden dengan jenis usaha katering berjumlah 2 orang (3%), dan 
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responden dengan jenis usaha jasa bengkel 1 orang (2%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan 

jenis usaha dagang. 

 

c) Berdasarkan Penambahan Pendapatan Setelah Menerima Pinjaman 

Tabel 4 3 Data Responden Berdasarkan Penambahan Pendapatan Setelah Menerima Pinjaman 

No Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase 

1 Tetap 22 36% 

2 
± Rp 1.000.000 – Rp 

8.000.000 
39 64% 

Total  61 100% 

(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mendapatkan 61 responden yang 

diantaranya, responden dengan tingkat pendapatan ± Rp 1.000.000,- – Rp 

8.000.000,- berjumlah 39 responden (64%), dan tingkat pendapatan tetap 

berjumlah 22 responden (36%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini didominasi oleh responden dengan tingkat pendapatan ± 

Rp1.000.000,- – Rp 8.000.000,-. 

 

d) Berdasarkan Penambahan Tenaga Kerja Setelah Menerima Pinjaman 

Tabel 4 4 Data Responden Berdasarkan Penambahan Tenaga Kerja Setelah Menerima 

Pinjaman 

No Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1 Tidak Ada 53 87% 

2 1 – 5 orang 8 13% 

Total  61 100% 

(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mendapatkan 61 responden yang 

diantaranya, responden dengan tidak ada penambahan tenaga kerja 
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berjumlah 53 responden (87%), dan penambahan tenaga kerja 1-5 orang 

berjumlah 8 responden (13%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini didominasi oleh responden yang tidak ada penambahan tenaga 

kerja. 

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif Variabel 

a) Penjelasan Responden Terhadap Variabel Program Pemerintah (X) 

Dibawah ini adalah tabel yang berisikan hasil jawaban dari responden 

pada variabel program pemerintah. 

Tabel 4 5 Sosialisasi terkat Program GAPURA KAROMAH  disampaikan dengan baik dan 

jelas. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 22 36% 

2 Setuju 39 64% 

3 Ragu-ragu 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah setuju dengan jumlah 39 responden (64%), dan jawaban sangat setuju 

yang berjumlah 22 responden (36%). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi 

terkait Program GAPURA KAROMAH ini disampaikan dengan baik dan 

jelas kepada para pelaku UMKM. 
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Tabel 4 6 Respon SKPD dalam menerima pengajuan pinjaman sangat cepat pelayanannya dan 

mudah. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 28 46% 

2 Setuju 27 44% 

3 Ragu-ragu 6 10% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 28 responden (46%), kemudian jawaban 

setuju yang berjumlah 27 responden (44%), dan jawaban ragu-ragu 

berjumlah 6 responden (10%). Hal ini menunjukkan bahwa respon SKPD 

dalam menerima pengajuan pinjaman ini dinilai sangat cepat pelayanannya 

dan juga mudah. 

Tabel 4 7 Tabel 4 8 Respon bank dalam menerima pengajuan pinjaman sangat cepat 

pelayanannya. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 27 44% 

2 Setuju 28 46% 

3 Ragu-ragu 6 10% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah setuju dengan jumlah 28 responden (46%), kemudian jawaban sangat 

setuju yang berjumlah 27 responden (44%), dan jawaban ragu-ragu 

berjumlah 6 responden (10%). Hal ini menunjukkan bahwa respon bank 

setelah menerima usulan pengajuan pinjaman ini dari SKPD terkait dinilai 

sangat cepat pelayanannya. 



74 

 

Tabel 4 8 Pinjaman dana yang didapatkan dari Program GAPURA KAROMAH digunakan 

untuk mengembangkan usaha. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 53 87% 

2 Setuju 8 13% 

3 Ragu-ragu 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 53 responden (87%), dan jawaban setuju 

berjumlah 8 responden (13%). Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman dana 

yang didapatkan dari Program GAPURA KAROMAH digunakan  untuk 

mengembangkan usaha. 

Tabel 4 9 Jangka waktu pinjaman yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan dalam 

pembayaran angsuran. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 29 47% 

2 Setuju 26 43% 

3 Ragu-ragu 3 5% 

4 Tidak Setuju 3 5% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 29 responden (48%), jawaban setuju 

berjumlah 26 responden (43%), jawaban ragu-ragu berjumlah 3 responden 

(5%) dan jawaban tidak setuju berjumlah 3 responden (5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman dengan angsuran 

yang diberikan tergolong cukup lama sehingga meringankan dalam  

pembayaran angsuran.  
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Tabel 4 10 Biaya administrasi pada Program GAPURA KAROMAH relatif terjangkau. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 36 59% 

2 Setuju 18 30% 

3 Ragu-ragu 7 11% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 36 responden (59%), jawaban setuju 

berjumlah 18 responden (30%), dan jawaban ragu-ragu berjumlah 7 

responden (11%). Hal ini menunjukkan bahwa biaya administrasi pada 

Program GAPURA KAROMAH dinilai relatif terjangkau.  

Tabel 4 11  Jumlah angsuran yang harus dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang ada. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 35 57% 

2 Setuju 17 28% 

3 Ragu-ragu 6 10% 

4 Tidak Setuju 3 5% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 35 responden (57%), jawaban setuju 

berjumlah 17 responden (28%), jawaban ragu-ragu berjumlah 6 responden 

(10%), dan jawaban tidak setuju berjumlah 3 responden (5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh para 

peminjam sesuai dengan pendapatan mereka. 
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Tabel 4 12 Biaya administrasi pada Program GAPURA KAROMAH relatif terjangkau. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 36 59% 

2 Setuju 18 30% 

3 Ragu-ragu 7 11% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 36 responden (59%), jawaban setuju 

berjumlah 18 responden (30%), dan jawaban ragu-ragu berjumlah 7 

responden (11%). Hal ini menunjukkan bahwa biaya administrasi pada 

Program GAPURA KAROMAH dinilai relatif terjangkau.  

 

b) Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengembangan UMKM (Y). 

Dibawah ini adalah tabel yang berisikan hasil jawaban dari responden 

pada variabel pengembangan UMKM.  

Tabel 4 13 Setelah mendapatkan pinjaman dari Program GAPURA KAROMAH usaha 

berkembang dan ada peningkatan jumlah pelanggan. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 24 39,3% 

2 Setuju 30 49,2% 

3 Ragu-ragu 7 11,5% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah setuju dengan jumlah 30 responden (49,2%), jawaban sangat setuju 

berjumlah 24 responden (39,3%), dan jawaban ragu-ragu berjumlah 7 
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responden (11,5%). Hal ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan 

pinjaman dari Program GAPURA KAROMAH usaha para responden 

lumayan berkembang dan ada peningkatan jumlah pelanggan. 

Tabel 4 14 Jumlah pendapatan usaha meningkat setiap bulannya. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 24 39,3% 

2 Setuju 30 49,2% 

3 Ragu-ragu 0 0% 

4 Tidak Setuju 7 11,5% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah setuju dengan jumlah 30 responden (49,2%), jawaban sangat setuju 

berjumlah 24 responden (39,3%), dan jawaban tidak setuju berjumlah 7 

responden (11,5%). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah 

pendapatan para responden setiap bulannya. 

Tabel 4 15 Pendapatan usaha menjadi stabil. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 24 39,3% 

2 Setuju 30 49,2% 

3 Ragu-ragu 7 11,5% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah setuju dengan jumlah 30 responden (49,2%), jawaban sangat setuju 

berjumlah 24 responden (39,3%), dan jawaban ragu-ragu berjumlah 7 

responden (11,5%). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kestabilan 

pendapatan para responden. 
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Tabel 4 16 Tidak merasa terbebani dengan biaya angsuran yang harus dibayarkann tiap 

bulannya. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 34 56% 

2 Setuju 20 33% 

3 Ragu-ragu 0 0% 

4 Tidak Setuju 7 11% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 34 responden (56%), jawaban setuju 

berjumlah 20 responden (33%), dan jawaban tidak setuju berjumlah 7 

responden (11%). Hal ini menunjukkan bahwa para responden tidak terlalu 

merasa terbebani dengan biaya angsuran yang harus dibayarkan setiap 

bulannya. 

Tabel 4 17 Keuntungan usaha semakin meningkat setelah memperoleh tambahan modal dari 

Program GAPURA KAROMAH. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 26 42% 

2 Setuju 31 51% 

3 Ragu-ragu 0 0% 

4 Tidak Setuju 4 7% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah setuju dengan jumlah 31 responden (51%), jawaban sangat setuju 

berjumlah 26 responden (42%), dan jawaban tidak setuju berjumlah 4 

responden (7%). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keuntungan usaha setelah para responden menerima pinjaman tambahan 

modal dari Program GAPURA KAROMAH ini. 
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Tabel 4 18 Setelah mendapatkan pinjaman dari Program GAPURA KAROMAH jumlah tenaga 

kerja/pegawai bertambah. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 4 7% 

2 Setuju 27 44% 

3 Ragu-ragu 14 23% 

4 Tidak Setuju 16 26% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah setuju dengan jumlah 27 responden (44%), jawaban tidak setuju 

berjumlah 16 responden (26%), jawaban ragu-ragu berjumlah 14 responden 

(23%), dan jawaban sangat setuju berjumlah 4 responden (7%). Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi penambahan pegawai setelah para responden 

mendapatkan pinjaman dari Program GAPURA KAROMAH ini. Tidak 

banyak responden yang menambah pegawai. Karena, kebanyakan dari 

responden memiliki usaha yang tidak memerlukan banyak pegawai. Bahkan 

tidak memerlukan pegawai sama sekali. 

Tabel 4 19 Memberikan bonus kepada tenaga kerja/pegawai yang rajin bekerja. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 19 31% 

2 Setuju 19 31% 

3 Ragu-ragu 11 18% 

4 Tidak Setuju 12 20% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dan setuju dengan jumlah 19 responden (31%), jawaban 

tidak setuju berjumlah 12 responden (20%), dan jawaban ragu-ragu 
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berjumlah 11 responden (18%). Hal ini menunjukkan bahwa para responden 

akan memberikan bonus kepada pegawai mereka yang rajin bekerja. 

Tabel 4 20 Pembayaran upah kepada tenaga kerja/pegawai selalu dibayarkan tepat waktu. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 27 44% 

2 Setuju 19 31% 

3 Ragu-ragu 6 10% 

4 Tidak Setuju 9 15% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

  61 100% 
(sumber: Hasil Data Kuesioner) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi 

adalah sangat setuju dengan jumlah 27 responden (44%), jawaban setuju 

berjumlah 19 responden (31%), jawaban tidak setuju berjumlah 9 responden 

(15%), dan jawaban ragu-ragu berjumlah 6 responden (10%). Hal ini 

menunjukkan bahwa para responden selalu membayarkan upah tenaga 

kerja/pegawai mereka tepat waktu. 

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

instrumen atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji 

validitas disini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor pada item 

dengan skor total itemnya. Metode pengambilan keputusan untuk uji 

validitas yaitu berdasarkan signifikansi : 

 Jika nilai signifikansi skor total > 0,05 maka item dinyatakan tidak valid. 

 Jika nilai signifikansi skor total < 0,05 maka item dinyatakan valid. 

(Priyatno, 2016). 
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Berikut hasil uji validitas pada penelitian Pengaruh Program GAPURA 

KAROMAH terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Pelaihari 

dengan bantuan SPSS 22 for windows  pada tabel di bawah ini (dapat dilihat 

di lampiran. 

Tabel 4 21 Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan 
Signifikansi 

Skor Total 
Signifikansi Keterangan 

Program 

Pemerintah (X) 

X1 0,000 0,05 Valid 

X2 0,000 0,05 Valid 

X3 0,000 0,05 Valid 

X4 0,009 0,05 Valid 

X5 0,000 0,05 Valid 

X6 0,000 0,05 Valid 

X7 0,000 0,05 Valid 

Pengembangan 

UMKM (Y) 

Y1 0,000 0,05 Valid 

Y2 0,000 0,05 Valid 

Y3 0,000 0,05 Valid 

Y4 0,000 0,05 Valid 

Y5 0,000 0,05 Valid 

Y6 0,011 0,05 Valid 

Y7 0,000 0,05 Valid 

Y8 0,000 0,05 Valid 

(sumber: Hasil Data Diolah dari SPSS 22 for Windows) 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji validitas pada setiap instrumen di 

kedua variabel menunjukkan hasil yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua instrumen pernyataan dalam penelitian ini 

dinyatakan valid. 
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b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsisten alat ukur, apakah 

hasilnya tetap konsisten atau tidak jika pengukuran diulang. Instrumen 

kuesioner yang tidak reliabel maka tidak konsisten untuk pengukuran 

sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya. Uji reliabilitas yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Cronbach’s Alpha 

(Priyatno, 2016). Berikut ini hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan SPSS 22 for windows. 

Tabel 4 22 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha Kriteria Keterangan 

Program Pemerintah (X) 0,656 0,60 Reliabel 

Pengembangan UMKM (Y) 0,655 0,60 Reliabel 

(sumber: Hasil Data Diolah dari SPSS 22 for Windows) 

 Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Tabel hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha setiap variabel lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel penelitian ini dapat dinyatakan reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas  

Uji normlaitas dilakukan untuk memastikan bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2010). 

Sehingga uji normalitas dilakukan pada residual model regresi. Penyebab 

tidak terpenuhinya asumsi normalitas adalah karena ada data pencilan 

(outliner) dan data dimungkinkan memang tidak berdistribusi normal atau 
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berdistribusi lain. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji hipotesis 

tidak bisa dilanjutkan (Bawono & Shina, 2018). Metode deteksi normalitas 

dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji JB (Jarque-Bera). 

Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi 

normal yaitu dengan melihat nilai signifikansinya kolmogorov-smirnov : 

 Apabila nilai signifikan hitungnya > 0,05; maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

 Apabila nilai signifikan hitung < 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal.  

Berikut adalah hasil nilai uji normalitas kolmogorov-smirnov untuk 

Program Pemerintah (X) dan Pengembangan UMKM (Y) dengan 

menggunakan SPSS 22 for windows. 

Tabel 4 23  Hasil Uji Normalitas 

 

Unstandardized 

Residual 

N 61 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

(sumber: Hasil Data Diolah dari SPSS 22 for Windows) 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas pada penelitian ini 

menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,200. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi 

normal. 

 

b) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 
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pada model regresi (Ghozali, 2011). Karena pada asumsi klasik hasil varian 

variabel residualnya harus bersifat homoskedastisitas. Varian variabel yang 

bersifat heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section. Cara 

mendeteksi heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunaka uji Glesjer. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glesjer adalah : 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05; maka kesimpulannya adalah tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05; maka kesimpulannya adalah terjadi 

gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan SPSS 22 for windows. 

Tabel 4 24 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) .009 

Program Pemerintah .068 

(sumber: Hasil Data Diolah dari SPSS 22 for Windows) 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini 

menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0.05, yaitu 0.068. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menunjukkan 

hubungan matematis antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen (Bawono & Shina, 2018). Analisis ini juga untuk mengetahui 
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arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, 

apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabilai nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Data yang digunakan biasanya bersifat interval atau rasio. 

Model regresi linier sederhana adalah sebagai berikut : 

Y = β0 + β1X1 + ε 

Berikut hasil perhitungan uji regresi linier sederhana dengan 

menggunakan SPSS 22 for windows. 

Tabel 4 25 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 6.829 4.979 

Program Pemerintah .823 .159 

(sumber: Hasil Data Diolah dari SPSS 22 for Windows) 

Maka berdasarkan persamaan linier dari hasil regresi yang didapat 

diatas, dapat dinyatakan bahwa :  

Y = 6.829 + 0,823X 

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

- Nilai konstanta sebesar 6.829 mengandung arti bahwa nilai 

konsisten variabel Pengembangan UMKM adalah sebesar 6.829. 

- Koefisien regresi X sebesar 0.823 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% nilai X, maka nilai Y bertambah sebesar 0.823. 

Koefisien regresi tersebut juga bernilai positif. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah 

positif. 
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5. Uji Hipotesis 

a) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel independen 

(x) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (y) 

secara individual. Terdapat dua acuan yang bisa digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan, yaitu : 

i. Membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan probabilitas 0,05. 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05; maka H0 ditolak. 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05; maka H0 diterima. 

ii. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

 Jika nilai t hitung > t tabel; maka H0 ditolak. 

 Jika nilai t hitung < t tabel; maka H0 diterima (Bawono & Shina, 

2018). 

Berikut hasil uji parsial dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 

22 for windows. 

Tabel 4 26 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model t Sig. 

1 (Constant) 1.372 .175 

Program Pemerintah 5.163 .000 

(sumber: Hasil Data Diolah dari SPSS 22 for Windows) 

Berdasarkan tabel di atas, dalam hasil uji parsial (uji t) didapatkan nilai 

tHitung sebesar 5.163. Sedangkan untuk tTabel nya adalah sebesar 2,001. 

Sehingga, nilai tHitung (5.163) lebih besar dari nilai tTabel (2,001).  

Untuk nilai signifikansinya, menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 

0,05, yaitu 0,000. Sehingga, hal tersebut dapat membuktikan bahwa H0 
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ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat pengaruh Program Pemerintah (X) 

terhadap Pengembangan UMKM (Y) secara signifikan.  

b) Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana kecocokan atau ketepatan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili 

kelompok data hasil pengamatan. Koefisien determinasi menggambarkan 

bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar 

nilai R
2
 (mendekati 1) maka ketepatan dikatakan semakin baik. 

Berikut hasil uji koefisien determinasi (R
2
)  dalam penelitian ini dengan 

menggunakan SPSS 22 for windows. 

Tabel 4 27 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 .558
a
 .311 .300 

(sumber: Hasil Data Diolah dari SPSS 22 for Windows) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(R
2
) adalah sebesar 0.311. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh 

Program Pemerintah (X) terhadap Pengembangan UMKM (Y) adalah 

sebesar 31,1%. Sedangkan 68,9% nya dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Program GAPURA KAROMAH merupakan program yang di buat oleh 

pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan program 

pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui Visi dan Misi 

Pembangunan Daerah 2018-2023. Sasaran dalam program ini adalah para 

pelaku usaha mikro yang bergerak dalam beberapa sektor. Namun, dalam 
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penelitian ini, fokus penelitian di tujukan kepada sektor UMKM dibawah 

naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah 

Laut. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar 

utama ekonomi nasional mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan 

utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 

(Undang-Undang No.20, 2008). Permasalahan yang paling banyak ditemui 

para pelaku UMKM adalah kurangnya modal usaha untuk mengembangkan 

usaha mereka. Sehingga dengan adanya program pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut berupa program GAPURA KAROMAH ini dapat membantu 

para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka yang mana hal 

itu juga akan meningkatkan perekonomian daerah.  

Untuk variabel pengembangan UMKM pada penelitian ini, 

pengukurunnya menggunakan dua indikator, yaitu tingkat pendapatan dan 

tingkat penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 

didapatkan hasil berupa responden dengan tingkat pendapatan ± Rp 

1.000.000,- – Rp 8.000.000,- berjumlah 39 responden (64%), dan tingkat 

pendapatan tetap berjumlah 22 responden (36%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan 

tingkat pendapatan ± Rp1.000.000,- – Rp 8.000.000,- 

Untuk tingkat penyerapan tenaga kerja, berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, didapatkan hasil berupa responden yang tidak ada penambahan 

tenaga kerja berjumlah 53 responden (87%), dan penambahan tenaga kerja 

1-5 orang berjumlah 8 responden (13%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang tidak ada penambahan 
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tenaga kerja. Bahkan banyak dari responden yang tidak memiliki tenaga 

kerja. Karena, mereka merasa bisa untuk mengurus sendiri usaha mereka 

tersebut. 

Pada saat penelitian di lapangan, peneliti juga menemukan beberapa 

responden yang memilih untuk tidak lagi meneruskan usaha mereka. Ada 

beberapa faktor yang menjadi alasan mereka untuk tidak lagi meneruskan 

usaha mereka. Namun faktor yang paling mempengaruhi 

ketidakberlanjutannya usaha para responden tersebut adalah faktor pandemi 

Covid-19 dalam 2 tahun terakhir. Bahkan sebagian besar agak kesulitan 

untuk melakukan pembayaran angsuran.  Sehingga pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut memberikan relaksasi angsuran selama 1 tahun melalui 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Daerah sebagai Langkah Kebijakan Mengatasi Krisis Akibat 

Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 untuk Program GAPURA 

KAROMAH. 

Hasil uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat. Sehingga berdasarkan hasil uji 

parsial di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel program pemerintah (X) dengan variabel pengembangan 

UMKM (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji parsial.  

Pada uji parsial di dapatkan hasil tHitung sebesar 5.163 dengan nilai tTabel 

dalam penelitian ini adalah 2.001. Dengan hasil itu dapat dikatakan bahwa 

nilai tHitung (5.163) > tTabel (2.001). Sehingga terdapat pengaruh yang 
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signifikan secara parsial antara program pemerintah (X) dengan 

pengembangan UMKM (Y).  

Program pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengembangan UMKM di Kecamatan Pelaihari. Namun, tingkat pengaruh 

dari program pemerintah terhadap pengembangan UMKM ini hanya sebesar 

31,1%. Sedangkan sisanya, yaitu 68,9% nya dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar penelitian. Hal ini ditunjukan dari hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 

dari penelitian ini sebesar 0.311. Sehingga di katakan bahwa program 

pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu program GAPURA KAROMAH 

memiliki pengaruh yang rendah dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. 

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penerima pinjaman pada plafon Rp 

5.000.000,- yang mengurus usahanya secara mandiri tanpa bantuan tenaga 

kerja/pegawai. Serta pada saat penelitian dilapanganpun, peneliti hanya 

menemukan 8 responden yang menambah tenaga kerja/pegawai untuk 

membantu kelancaran usaha mereka. Disisi lain terdapat peningkatan pada 

pendapatan yang dilihat pada tabel 4.3 data responden berdasarkan tingkat 

pendapatan, dimana tingkat pendapatannya didominasi ± Rp 1.000.000,- – 

Rp 8.000.000,- berjumlah 39 responden (64%). Faktor lain yang sangat 

mempengaruhi pengembangan usaha melalui penyerapan tenaga kerja dan 

tingkat pendapatan dalam penelitian ini adalah kondisi pandemi Covid-19 

yang tengah terjadi 2 tahun belakangan ini. 

Walaupun terjadi penghambatan dalam pengembangan UMKM, namun 

program pemerintah ini banyak membantu pengembangan UMKM di 

Kecamatan Pelaihari. Karena, permodalan merupakan salah satu faktor 
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utama yang diperlukan untuk mengembangkan unit usaha. Permasalahan 

modal ini juga menjadi masalah yang paling sering ditemui oleh para pelaku 

UMKM. Karena sifat UMKM yang sangat tertutup, yang mengakibatkan 

pelaku UMKM hanya mengandalkan modal sendiri, serta rendahnya 

kemampuan UMKM untuk memberikan agunan membuat pengembangan 

usaha menjadi terhambat (Budiarto, 2015). Dengan adanya program 

pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu program GAPURA KAROMAH 

membuat para pelaku UMKM dapat meminjam modal usaha dengan bunga 

0% serta agunan yang ringan. Sehingga para pelaku UMKM dapat 

mengembangkan usaha mereka tanpa harus merasa terbebani dengan bunga.  

Selain itu, penggunaan bunga 0% dan agunan ringan ini juga sesuai 

dengan tuntunan syariah. Dimana kita sebagai umat muslim dilarang 

menggunakan transaksi apapun yang memakai bunga. Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 278-279 

                                  

                          

            

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. 

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
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Bahkan setelah dilakukan penelitian, metode dalam program GAPURA 

KAROMAH ini sama dengan akad qard. Dimana akan qard adalah 

pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, 

dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk usaha atau menjalankan 

bisnis. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut 

pada untuk atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman qard tidak 

berbunga, karena pinjaman ini memiliki prinsip tolong menolong. Bahkan 

dalam pasal 614 KHES juga disebutkan bahwa dalam akad qard, pihak yang 

meminjamkan dapat minta jaminan kepada pihak yang meminjam. Sama 

seperti program GAPURA KAROMAH ini. Dimana pemerintah 

memberikan pinjaman dengan bunga 0% serta agunan yang ringan untuk 

menolong para pelaku UMKM guna mengembangkan usaha mereka.  


